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‘- peristiwa dan keganjilan-keganjilan yang muncul
tonomi daerah ini memang sering menggelitik pikiran
adang memunculkan rasa marah. Bagaimana tidak?
men pemerintah pusat bahwa lemahnya sumberdaya
it akan menjadi pengganjal kinerja pembangunan
otonomi daerah sepertinya terbukti benar. Berbagai
laparatur yang tak mampu mengedepankan kepen-
pembangunan dalam artian perbaikan kesejahteraan
kian terkuak. Baik dalam aspek manajemen peme-
n, pola perencanaan pembangunan, implementasi
-an dan pengawasan sering rancu dan merangsang
((ituk bereaksi negatif.

king inginnya mengejar PAD, Pemko Pekanbaru me-
it tarif parkir sampai 100 persen, bahkan sampai nasi
.« pun ingin dikenakan pajak. Di Indragiri Hulu justru
1-1’ tak sempat dibahas karena terlambat masuk ke
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(AR D dan kisruh defisit anggarannya membuat pemba-
i dithwilayah ini menjadi melemah nilai tambahnya
masyrakat. Untuk menuntaskan masyarakat miskin
- Pekanbaru juga menaja Program Pentaskin dengan

. mencapai Rp 6,3 milyar. Sayang masyarakat malah
lemcsprogram ini karena dianggap salah sasaran. Ini

‘noindikasi-kan bahwa kebijakan dan program dibuat
woan petdekatan “Tuntas” (Tuntutan dari atas).

| 2ir-agi Pemkota Dumai. Untuk menyenangkan hati

‘:;g;ﬁf dibuatlah program pengadaan 1000 ekor bebek

ngan ;m__lzgaran sebesar Rp 250 juta. Anggota DPRD
cal-mencak menengarai program amburadul seperti ini.

¢ penguasa saat ini yang memang mengedepankan

prgram dmmy untuk membujuk rakyat dan sangat tidak
mendidik;

_ Pilkiida langsung membuat penguasa harus dekat dengan
2 fakyat. I {anva saja implementasinya agak melenceng ke arah
_~ rupayva snemnuhi keinginan rakyat dengan memberikan

BY yninjas nejE uelbedqas yeA

' Bantuan- h(mtuan yang berbau politis. Bukan program yang
3 gitaja ataf tlasar penyelesaian masalah rakyat secara kompre-
Fensif dath tepat sasaran. Bayangkan saja Pemprov Riau me-
- naja program Kebun K21 sejak lima tahun yang lalu untuk
2 mengentaskan kemiskinan. Dana sudah habis puluhan
© milyar, namun kebun yang dijanjikan tidak kunjung selesai.
8 Jangank ulmembuat rakyat keluar dari kemiskinannya. Justru
wmalah dagrah ini menjadi miskin akan pembangunan yang
~ & menyelesaikan problema kehidupan rakyat.

sinuad 'uelt

Pad rahap awal otonomi daerah Riau sangat beruntung
“ mendapatkan dana bagi hasil yang besar. Sampai sekarang
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u masih ada dan cukup besar, walaupun jumlahnya
ciyusut. Sayangnya arah pemamfaatan kurang me-

Bagi beberapa kabupaten pembangunan menjadi

dengan pembuatan kantor-kantor pejabat yang baru.

pada kabupaten pemekaran, nuansa perkantoran

\Lprioritas utama. Bangunannya besar-besar dan
‘dsangat mahal. Investasi untuk itu sangat tinggi dan
crasional pemeliharaannya membengkak. Semua itu
45 habis anggaran daerah. Belum lagi monumen-
¢4 lain yang hanya untuk pajangan. Uang dihambur-

11 “mencampakkan batu ke lubuk”. Untuk mengelabui
«at dibuatlah program-program bantuan yang sangat

125 Ada bantuan bibit kambing, bantuan ternak sapi,
| peremajaan karet, bantuan rumah, bantuan keramba
iituan kebun, dan segala macam dana yang tak jelas
140 kinerjanya.

13 aspek sosial keluarlah bantuan rumah ibadah,

1 kegiatan LSM, dan bantuan berbagai kegiatan mas-

unyinya sangat menarik dengan menempatkan

emerintah sangat peduli pada persoalan masyarakat.
¢thah dilakukan kajian apakah itu bukan merupakan

. paling ampuh untuk membunuh inisiatif dan krea-

masyarakat. Untuk fisik dianggarkan berbagai

' dan infrastruktur yang nilai ekonomisnya dan
ingka panjangnya tidak terukur.

) -,'-_.'.emen munculnya raja-raja kecil di daerah tidak

ihkan. Kepala daerah berkuasa penuh terhadap
a. Bagi kepala dinas yang mencoba menggagas

- i luar kepentingan kepala daerah bisa berakibat
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7P\ | A\ palaci menentang, maka taruhannya adalah jabatan.
%ﬁ.{k 1t systein tidak berlaku dan penilaian prestasi tak digubris.
)13 yvang i¢lama ini menjadi ukuran kinerja aparatur semakin
o o @k men ‘miukkan maknanya. Satu-satunya penilaian yang
* dipakai adalah loyalitas pada atasan.

A dakekhawatiran bagi daerah penghasil sumberdaya
« bila‘pola-pola pembangunan seperti itu tetap diper-

J§ankanKutukan sumberdaya alam seperti berlaku untuk
1vah-wiayah ini. Ketika semua sumberdaya alam terkuras
dan sumberdaya pengganti luput diperhitungkan, maka
EZE""'{: 3
& kat tempatan. Riau misalnya, akan kehilangan kesempatan

n alam hanya mendatangkan malapetaka bagi mas-

> Vel

- mzmbangin masa depan dengan sumberdaya terbaharukan
i'i1‘r1 cumherdaya alam yang diekstraksi saat ini tidak di-

¢ s arahkan untuk modernisasi ekonomi dan pembangunan
- & Eualitas siinberdaya manusia.

Multiplier effects ekonomi ekstraksi sumberdaya alam
skan langsung hilang ketika masa eksploitasinya habis. Dan

BY yninjas neje ue

3 Biasanya -ei_kan terjadi pengangguran yang tinggi sejalan
_ dengan berhentinya berbagai perusahaan tambang tersebut
- beroperast Masalah-masalah sosial baru muncul dan keseng-

~ araan rakyat menjadi berlipat ganda.

g > K¢ depan Riau perlu merancang pembangunan yang
: lehih komprehensif dan terintegrasi. Strateginya menyangkut

7 tidak sajepspek kewilayahan tetapi juga aspek substansi
5 £ perekon u‘{iﬁ_:‘\iannya. Dari sudut kewilayahan Riau sebaiknya

i

~ dipecah ke dalam tiga administrasi pemerintahan provinsi.
- Wilayah pesisir menjadi satu provinsi dan wilayah Indragiri
* menjadi tambahan lainnya. Riau yang ada sekarang tetap
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provinsi induk. Ini akan memungkinkan jangkauan

a0 yang kian dekat dan naiknya belanja pegawai
basis pendorong permintaan masyarakat.

oordinasi antar wilayah tetap dijaga melalui pengem-

\ infrastruktur bersama. Harus dirancang moda

reasi terintegrasi sehingga tidak dilakukan pemba-
i {¢buh raya pada wilayah-wilayah rawa gambut yang
r @ biaya yang sangat spektakuler, termasuk dengan
crawatan yang sangat tinggi. Walau harus menggunakan

rtasi air, tetapi melalui integrasi moda transportasi
5 nilai tambah ekonomisnya mungkin bisa lebih tinggi.
: tannya tetap pada marginal revenue harus lebih besar
2 wginal cost.

lifian industri harus pada basis ekonomi rakyat. Pe-
(igan industri hilir hanya komoditas pertanian rakyat
nungkin terjadi bila ada insentif bagi investor dalam
nfrastruktur dan kebijakan fiskal. Sepanjang ada
| scrapan tenaga kerja dan industri yang dibuka ber-
\able dan berkelanjutan, maka dukungan pemerintah
diperlukan. Untuk itulah sebenarnya pemerintah itu
vestasi diarahkan pada sektor yang pihak swasta tak
melakukannya. Bagi Riau hal yang paling pokok
irik, air dan infrastruktur transportasi. Dukungan
1 menjadi mutlak agar ekonomi biaya tinggi dapat
L ermasuk aspek keamanan yang selama ini sangat
Jan investor.

mberdayaan masyarakat dilakukan dengan meng-
in program-program bantuan yang memanjakan
) Mindset masyarakat yang seharusnya diubah dari
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17 asyarakar ‘nrimo” menuju masyarakat kreatif dan inovatif.
g" #ocara besar-besaran program pengembangan pendidikan
litain dengan pendekatan terintegrasi. Muaranya pada
: 411 tinggi, tetapi basisnya tetap pada pendidikan dasar
dan meneneah. Kualitas guru dan proses pendidikan menjadi
« diperbaiki. Ini bukan sekedar memberi tunjangan.

£alusnya pndasistem dan proses kerja serta pemerataan kualitas
wilggah.

Pemberantasan korupsi pada akhirnya harus tetap di-
atk: ;n'fi'-m bahkan digesakan. Riau yang mendapat berkah
i1 dana sumberdaya alam amat menggoda untuk dikorupsi
3 3 dw berkembangnya praktek-praktek KKN. Pengawasan ber-
- fepiang perlu dilakukan dan partisipasi masyarakat harus
dibupuk dear proses pengawasan kian efektif. Kebocoran
dana pembangunan selama ini dilakukan dengan berbagai
" 3 godusd m model. Untuk itu sistem dan tata cara pengawasan

d

iuga harugtikembangkan dengan basis tekhnologi yang me-

nadai dan mumpuni.

M cn_{asuki tahun baru merupakan momentum yang
- fnasih terisa bagi Riau untuk berbenah dan memulai langkah
2 yang lebih longkrit untuk masa depan. Menaja 1000 bebek
-~ dalam APBD dan berbagai program-program yang tidak
¢ terhormat dari pandangan menuju masyarakat sejahtera
- hendaknya dapat dientaskan juga. Kalau masyarakatnya sudah
> miskin p»,-mlermtahnya jangan pula sampai miskin ide dan
© = kreativitas untuk membuat kegiatan yang lebih bermakna
% bagi masa depan anak jati Riau, kini dan nanti.***
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\T “BEGELEBERAN”

wlah menikmati berkah otonomi dan desentralisasi
#1pir memasuki tahun kesepuluh. Dana bagi hasil
aya alam, pemekaran kabupaten selayaknya
peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan

yang lebih dekat pada pemerintah. Tanpa
>mua itu tentu masih mustahil. Otonomi daerah

‘kan kewenangan yang cukup memadai pada

wabupaten sehingga bupati beserta jajarannya dapat

«an prioritas pembangunan dan menstandardisir

¢layanan dengan mengedepankan kearifan-kearifan

e
2
=

ek

{cbatan terhadap implementasi otonomi dan
i fiskal pada awalnya dan bahkan sampai saat ini
+ kecil. Pemerintah pusat tentunya masih enggan
n kewenangan. Anggapannya akan sulit mengen-
‘aerah dan bakal muncul bentuk-bentuk
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bangkangan” yang dapat mengancam eksistensi bangsa
K Rioberbagai hasil analisis dilansir untuk memperkuat
mentasi agar otonomi dan desntralisasi fiskal dapat

%-..-?'('r_ii-,|}1 hampir sepuluh tahun menjalani era otonomi
0 desnizalisasi fiskal singkronisasi berbagai kewenangan
sisar daft daerah agar tercapai efisiensi dan efektivitas
" 'w--.alg{i11an ternyata masih jauh panggang dari api.
rintah pusat sendiri belum mampu menciptakan
mn pendukung yang optimal untuk melakukan
yawasan dan pengendaltan pernbangunan Atas dasar

Standardigasi ke arah pelayanan masyarakat yang prima dan
- dukungan infrastruktur yang mampu memacu investasi di
g d rerah ndal\ diterapkan secara baik.

Lhc!wasan politik di daerah memberi peluang yang
kurang ersentuhan dengan perbaikan kesejahteraan
- ¢konomi rakyat tempatan. Akibatnya, terjadi pemborosan
© danggaran pembangunan untuk proyek-proyek yang justru
herbanding terbalik dengan kepentingan memfasilitasi
- herkembangnya ekonomi rakyat. Tak dapat dipungkiri, pada
- akhirnya harus diakui bahwa kualitas sumberdaya manusia
o didacrah yang menjadi motor penggerak birokrasi,
- penyelenggara utama pembangunan, masih sangat lemah.

- Termasukembaga-lembaga legislatif yang memang diisi oleh
< & hampir sebahagian besar orang yang tidak memahami
= hakekar pernbangunan dalam aspek proses mentrasformasi

inuad 'ueuc

o Ul

® masyarakat dari keadaan yang serba kekurangan menjadi
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1 vang kian eksis dalam artian sosial dan ekonomi.

rspektif aparatur dan politikus didaerah masih pada
mebuatan suatu kegiatan atau proyek (khususnya fisik)
lapat memaknai keberadaanya terhadap proses
‘asi masyarakat tersebut. Justru tidak jarang malah
mengalami transformasi terbalik, dari ada menjadi
oan. Pada awalnya memiliki tanah saat ini dengan
i afiva jalan dipinggir tanah mereka maka tanah-tanah

'+ rerjual dan hasil penjualannya diarahkan pada
ian kebutuhan-kebutuhan konsumtif. Pada mulanya

r§ masih memiliki kawasan hutan namun karena

It ngan investasi telah dipegang aparatur di daerah maka
a stidah banyak yang kehilangan kesempatannya
fi faatkan hutan dan menikmati hasil-hasil hutan yang

ara gampang dapat mereka akses. Dana-dana besar
neroleh dari desentralisasi dalam APBD ternyata
digunakan untuk membangun gedung-gedung
foran yang tanpa perhitungan matang ternyata
tzhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit. Biaya
i dlianggarkan setiap tahun dan tambahan manfaat
‘bugai gedung tersebut tidak sebanding dengan
an biaya yang harus dikorbankan untuk itu.

‘hir-akhir ini wacana sentralisasi mulai kembali
iala. Tidak saja didorong oleh pengamatan yang
rerhadap situasi didaerah dalam era otonomi tetapi
i+ bangsa yang kian dihadapkan pada keterbatasan
laya. Pemerintah pusat maupun rakyat tentu sangat
~nigan banyaknya aparatur yang tersangkut kasus
£ husus untuk Riau tidak ada satu kabupaten pun

APBD 1000 BEBEK
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7o aparaturnya bersih dari kasus-kasus KKN. Kalau
7 crapkarlsecara transparan maka tentunya masih banyak
t-peiabat daerah ini yang harus berurusan dengan yang

o berwajib dan menghuni penjara. Sayangnya, penegakan
5ukum didndonesia masih sangat memprihatinkan sehingga
«odikit kasus-kasus penyelewengan dana pembangunan
anp dipeti-eskan. Terungkap secara gamblang dimata
CHi5eyaraldr tetapi tidak memiliki kemajuan dalam proses

umnyes

=4 .- Berlurangnya sumber-sumber dana pembangunan

habkan pemerintah pusat seperti bermain kucing-
o % kutingan dengan daerah. Lobi-lobi dalam suasana seperti itu
ii'_:a; \ mengemuka. Daerah sangat membutuhkan dana untuk

~ bethagai program yang telah mereka taja dan berbagai
- - minjanganuntuk aparatur dan anggota legislatif yang sudah

© & tereka sepakati. Sakitnya, kemampuan lobi aparatur daerah
% masih kurang mumpuni. Ini terjadi karena bupati dalam
o temilih aparatnya masih berdasarkan like and dislike untuk
o menunjulkkan kekuasaannya, sehingga tidak jarang ditunjuk
- scorang aparat yang masih begelebaran (belum pandai menata

By yninjas neje ueibeqas

> pak -'1?. .11 dan menunjukkan ia sebagai seorang yang memiliki
-~ intelekrualitas dan kapabilitas yang belum memadai).
= Bagaimana mungkin aparat begeleberan ini akan mampu

© melobi dana-dana di Kementrian Pekerjaan Umum misalnya
~ apabila dari segi penampilan dan isi kepalanya tidak mampu
2 menunjil¥an alasan-alasan yang masuk akal diperlukannya
sebuah proyek di ditaja di daerahnya.

! Standardisasi kompetensi aparatur birokrasi di level
+ kabuparen/kota dengan tidak mengurangi kewenangan
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intuk memilih dan menunjuk orang sangat mendesak
can. Birokrat-birokrat karbitan yang masih begeleberan

ungkin dipertahankan dan dikedepankan dalam era
tisf yang kian tajam. Perspektif kedaerahan tidak boleh
liminir perspektif kehidupan rakyat di masa hadapan.
ng paling krusial adalah bagaimana menciptakan
r=sumber dana pembangunan yang berasal dari

tas daerah untuk mengantisipasi makin berkurangnya
ana yang diperoleh dari dana bagi hasil sumberdaya
ny rak dapat diperbaharui (unrenewable resources). Bila
uatu daerah akan semakin kering dengan sumber dana
¢ akan mampu membiayai pembangunan dan belanja
IFBya.

=

iau tidak boleh terlena oleh masih besarnya dana bagi
ang diterima saat ini. Kenyataan menunjukkan
nya kian berkurang setiap tahunnya. Bahkan dari yang
sah diperuntukkan bagi daerah masih diutangi
intah pusat untuk membentengi kepentingan-
‘ngan pemerintah pusat itu sendiri. Arah pemanfaatan
¢makin difokuskan pada dua aspek utama, yakni
ibangan kualitas sumberdaya manusia (diletakkan
12 kunci utama yakni pendidikan dan kesehatan dalam

dan perbaikan perekonomian daerah yang mampu
rong sumber-sumber pendapatan pembangunan di

. adalah soal pilihan program atas dasar kebutuhan
ansformasi masyarakat. Bukan keputusan yang hanya
lain pada selera dan kepentingan politik kepala daerah.

prasarana dan sarana perlu dibangun sepanjang ia
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lorong proses transformasi sebagai wujud nyata
nowian. Termasuk dalam bidang ekonomi dan sosial

nnya pendekatan percepatan proses transformasi
masyarakat harus menjadi dasar sebuah kegiatan dan
! program ditaja, dilaksanakan dan dianggarkan dananya.
ntuk sampai kepada hasil yang optimal diperlukan
lardigasi yang jelas dan akurat serta aparatur pengelola
ie;unal dan bertanggungjawab.

[Dalsin era mendatang keberadaan aparatur yang
esiongt dan memiliki kompetensi tak mungkin ditawar-
r lagi. Birokrat begeleberan hanya akan menjadi penjilat
1 menimbulkan beban daerah. Nilai tambah yang
=i. li-tisuatu instansi atau satuan kerja hanya akan
| Bifa aparatur di satker tersebut lebih inovatif dan
tit mendorong dinamika rakyat. Menjadi fasilitator dan
“tj 4ias dasar kepentingan pemberdayaan rakyat.
‘emerintah pusat dalam artian eksekutif dan legislatif
‘endalklak kian menyadari dampak buruk otonomi dan
- O desentralizasi yang sembrawut. Jalan keluarnya adalah
- = henetapkén standardisasi dan sistem rekrutmen yang baku.

* Penepakan hukum yang memadai dan konsistensi kebijakan

" vang harus terlepas dari aroma sentralisasi. Bagi daerah

uad 'uen||aus ENIpIpUSE
r r}-_ et : -

f - sendiri, sangat penting disadari, adanya keterbatasan anggaran
~_ (budger constrain) yang kian mengemuka. Optimalisasi
pengelolaan sumber-sumber dan menciptakan diversifikasi
% investasi (ierah harus kian piawai. Dan itu tidak mungkin
: diperolehdari aparatur yang begeleberan. ***
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ISKINAN KIAN PARAH

I¢leases Badan Pusat Statistik Riau menyatakan bahwa
oenduduk yang berada dibawah garis kemiskinan di

\npai bulan Maret 2010 sebanyak 500.260 jiwa atau
arsen. Jika dibandingkan dengan keadaan Maret

2009 yang mencapai 527.490 jiwa atau 9,48 persen.
sctahun tersebut jumlah orang miskin di Riau
ing  27.230 jiwa. Di wilayah pedesaan berkurang
iwa sedangkan di perkotaan menyusut lebih besar,
6.630 jiwa.

soalan kemiskinan bukan hanya menyangkut berapa
dan prosentase orang miskin. Dimensi penting lain
iskinan adalah berkenaan dengan kedalaman dan
ian kemiskinan tersebut. Selain harus mampu
rangi jumlah orang miskin berbagai kebijakan

zulangan kemiskinan juga harus mampu menurun-

skat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan
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iskinan. Kedalaman kemiskinan (the depth of poverty)
soambirkan jarak pendapatan orang miskin dengan garis
Linan. Diukur dengan Indeks Jarak Kemiskinan (Poverty

o 7 @ Gap Indexpyang menggambarkan dalamnya kemiskinan suatu
~ = @ialayah Bila jarak antara pendapatan orang miskin dengan

- @ garis kemiskinan semakin jauh. Sedangkan keparahan

© = Eefnickinan mengukur intensitas kemiskinan dan penyebaran
Y penoeluaran diantara penduduk miskin yang diukur melalui
“Inideks Keparahan Kemiskinan (Distributionally Sensitive

[Data BPS periode Maret 2009 sampai dengan Maret

':7 B L—h 0 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Riau mengalami
- = kemaikan Pada Maret 2009 Indeks Kedalaman Kemiskinan

B4 barugebesar 1,25 sedangkan Maret 2010 naik menjadi

s 13 §,38. B ‘arti jarak antara pendapatan penduduk miskin

 dengan ganis kemiskinan kian melebar atau naik 10,4 persen.
E waris Kemiskinan Riau pada Maret 2010 sebesar Rp 256.112,-
f ;;»-,_l kapita per bulan. Semakin tak terjangkaunya garis
* Lemiskingn ini menandakan pendapatan penduduk miskin
tak memenuhi kecukupan. Kalau dikaitkan dengan
~ Lenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang terjadi akhir-
,11\! iir ini maka mengecilnya pendapatan masyarakat miskin

S sem zi-'n menghimpit kehidupan mereka. Satu sisi
@ per itan tak membaik disisi lain biaya untuk memenuhi
F\;!-H'_L-..*-.Ell‘l hidup kian membengkak.

Akibat semua itu maka keparahan kemiskinan Riau
% juga meningkat. Bila pada Maret 2009 Indeks Keparahan
- Kemiskinan sebesar 0,25 maka bulan Maret 2010 naik

© menjadi £.37. Angka ini menggambarkan ketimpangan
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iaran penduduk miskin kian meningkat. Penduduk

«inn sulit mendapatkan kue ekonomi yang ada. Orang-
iva semakin mendominasi dan peluang orang miskin

nemperbaiki pendapatan guna memenuhi kebutuhan
_mereka semakin sempit.

+kenaan dengan Garis Kemiskinan itu sendiri data
emunjukkan adanya kenaikan dari Rp 246.481 per
1 bulan menjadi Rp 256.112,-. Persoalannya terletak
.1 besarnya sumbangan Garis Kemiskinan Makanan
#capai 72,81 persen. Artinya masyarakat msikin Riau
rkutat soal perut atau upaya mencukupi kebutuhan
Belum banyak bisa bicara soal non makanan.
atan sebahagian besar tercurah untuk “mengisi
o tengah”. Secara sosial keadaan ini rentan terhadap
\wruan karena psikologi masyarakat banyak tertekan
tidak memiliki sumberdaya untuk menikmati
tangan dan dorongan-dorongan konsumtif lainnya
4spek non makanan. Kehidupan modern
subkan berbagai tawaran kenikmatan yang hanya
isaksikan tetapi tak dapat dinikmatai masyarakat.

‘rbedaan antara penurunan penduduk msikin di
peclesaan yang lebih kecil dari perkotaan juga menarik

diperbincangkan, Jumlah masyarakat msikin di

aan Maret 2010 mencapai 58,24 persen, lebih besar dari

@rlumnya yang hanya 57,23 persen. Sedangkan di

1 perkotaan distribusinya kian mengecil. Maret 2009

42,77 persen sedangkan Maret 2010 sebesar 41,76
Proporsi orang miskin di kota menurun sedangkan

| iistru bertambah.

APBD 1000 BEBEK
MENCERMATI DUALISME EKONOMI RIAU




f%% | ambatnya penurunan jumlah masyarakat miskin
g'- ¥ csoan seakan mencerminkan upaya-upaya pembangunan

.+ belum berhasil secara optimal. Dana-dana
O = © Sembangghan yang selama ini dikucurkan ke pedesaan
£ %% &nyata Belum mampu mendorong perbaikan pendapatan
& rakat desa secara baik. Unit-unit ekonomi masyarakat
csaandelum tersentuh secara optimal kearah penguatan
hagaan dan kualitas sumberdaya manusia sehingga
ampuan bersaingnya dalam mengolah sumber-sumber

-;=!'iii'ii.]....dcsa belum membaik. Toke-toke desa masih

'r\'-u:am politik hal tersebut bisa menguntungkan para
‘asasmaupun pemain politik. Bila mampu memegang

3 2 '.;: elit desa maka dengan gampang dapat mendulang suara di
"3 J ‘ersebut. Masyarakat desa masih terperangkap oleh
ctindaan dan ketidak berdayaan mereka menghadapi

penguasg dan elit ekonomi desa. Sumber-sumber ekonomi
Y 4intuk meémperbaiki kehidupan ekonomi rakyat desa
- semakin Banyak dikuasa sekelompok kecil orang sehingga
“ untuk mengembangkan diversifikasi pendapatan kian

2 terbatas.

8 K eluar dari fenomene kemiskinan Riau yang kian parah
Y secara kualitatif bukan persoalan gampang. Secara makro
© ckonomi-Riau sejak Tahun 2006 mengalami kontraksi.
Meskipun masih tumbuh namun tingkat pertumbuhannya
. makin mengecil. Tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Riau
- tanpa migas sebesar 8,66 persen sedangkan pada tahun 2009
© hanya schesar 6,44 persen. Pada triwulan I tahun 2010 kembali
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lami kontraksi 2,27 persen. Kontraksi cukup besar
nda sector industry pengolahan sebesar 5 persen.
p¢rtanian member andil terhadap kontraksi ekonomi
mpai 1,2 persen. Padahal peran sector pertanian
ap perekonomian masyarakat sangat besar.

-nengarai kian parahnya kemiskinan Riau, walaupun
uantitas mengalami penurunan dan dibarengi pula

traksi ekonomi yang berkepanjangan perlu kiranya

tas: menyuluruh dalam kebijakan pembangunan Riau.

tctur dan iklim investasi yang tidak mendukung

habkan dorongan perekonomian Riau banyak

pu pada konsumsi masyarakat. Sedangkan konsumsi

kat tergantung pada dinamika sektor pertanian,

o perkebunan. Belum layaknya harga TBS sawit dan

16

hore !

> | 1

yebabkan sebahagian besar petani maupun buruh
it memperoleh kelebihan pendapatan yang dapat
n untuk berinvestasi pada lapangan usaha yang
ikan diversifikasi pendapatan. Ketergantungan pada
vit dan getah menyebabkan kemiskinan
1ggu langkah-langkah mereka.

onisnya kebutuhan biaya untuk memenuhi kebutuhan

kian bertambah. Upaya-upaya pengembangan

1ian tanaman pangan terasa belum optimal.

N’
3 =4
1

jian kebutuhan pokok rakyat didatangkan dari luar
‘panya sangat rentan terhadap gangguan kelancaran
tasi, perubahan musim dan ulah-ulah spekulan.
lisasi pertanian kearah pemenuhan kebutuhan pokok

ling tidak mengurangi ketergantungan pada

rimpor dari luar Riau, mutlak diperlukan agar ongkos
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d up rakyar dapat diperkecil. Baik dari aspek harga maupun
(‘ Drsinya L@le struktur pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Kualitas L%hidupan rakyat akan terperbaiki secara ekonomi
o = & @kaligus ‘f::L ara sosial karena perbaikan struktur belanja akan

urangi ketergantungan pada pangan dan dapat
ciar alokasi pendapatan untuk kebutuhan non

Carie yang _perlu ditempuh adalah pengembangan
hr As Eeiembagaan kelompok tani pedesaan secara

: h,]d g ken iiskinan yang justru sangat txdak mendidik

Kun INC irian masyarakat miskin pedesaan, seperti
,,: Bemb:z mnugian kebun K2I, rumah layak huni, pencetakan

enm ah, dm dana-dana hibah politis lainnya. Apalagi masih
3 fhengec Lﬁ"lnkan proyek-proyek multiyears yang miskin
nanfaat ?ﬁagl perbaikan kesejahteraan rakyat. Sekarang
idalah womentum paling tepat untuk Riau berhenti

sijn] eAIEY Yyrunjas neje

crmimpi dan mulai menyadari betapa pentingnya

uad ‘yeiwy

thembangin kualitas sumber daya manusia, khususnya di
ek

weep

pedesaan.

ymuag

ueunsnA

urzi edus] undede

uesijnuad 'uelo
L

Se}

.r_‘:
uenefun neje §
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ANTI KUCING BERTANDUK

J f:-:

leil

=
!

beberapa tahun terakhir rakyat Riau seperti
g ke langit. Berbagai program pembangunan yang
. Riau seakan menjadi tiang harapan untuk
yang lebih baik esok dan kelak kemudian hari.

semakin hari semakin terasa bak menanti kucing

Gagasan-demi gagasan yang ditawarkan tidak

nasih tertunda dan bahkan ada yang berhenti

lan. Rakyat semakin bergelimang wacana namun

‘ndapat manfaat nyata dari program-program yang

ciakai akronim K2I upaya mngentaskan kemiskinan

Fam
LE-d)
L
¥
)

1B

1
B3t

1685
>

i1cu kesejahteraan rakyat Riau dirinci dalam bentuk-
egiatan teknis. Tidak sedikit orang yang salah
rpretasikan akronomi K2I. Mulai rakyat biasa
ipati dan bahkan dikalangan perguruan tinggi pun
alah sebut Ka Dua [ menjadi Ka Dua Satu. Tentu
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%% Litu tak perlu dipersoalkan. Hanya substansi program yang
Al A ampaknya harus diperdebatkan.

Rekpmendasi yang disampaikan DPRD Riau terhadap
ramcK 2l sangat tegas; “Pemilihan kegiatan dalam
ngka-menyukseskan Program K2I harus dilakukan

© 2% dlengan -memperhatikan kapasitas masyarakat dan
353 pemberdgyaannya. Ada baiknya meninjau ulang pemberian
api, pembangunan kebun sawit, dan pemberian keramba

1 untik menemu kenali kendala dan faktor-faktor kunci

téberhasilannya sehingga benar-benar bermanfaat bagi

ioyat. Termasuk meninjau ulang semua peraturan daerah

ng terkait dengan itu”.

chih jauh dinyatakan dalam rekomendasi tersebut

Ty z hwa setelah dicermati belanja langsung program K2-1
- = ternyata gkbahagian besar hanya diperuntukan pada belanja

- wparaturdan kegiatan-kegiatan penunjang (koordinasi,
inonitoring, pameran) yang tidak menyentuh langsung pada
- pencapaian program K2-I tersebut. Diingatkan pula bahwa
3 prioritas penanggulangan kemiskinan hanya dapat dicapai
- melalul program dan kegaiatan pengembangan akses
= masyarakat miskin atas pendidkan, kesehatan, dan
. infrastruktue dasar, perlindungan sosial, penanganan masalah

- kekuarangan gizi dan kerawanan pangan serta perluasan
© kesempatan berusaha. Prioritas peningkatan aksesibilitas dan
- kualitas pepdidikan dan kesehatan antara lain dicapai melalui
" program don kegiatan  pendidikan dasar sembilan tahun,
% relevansi pendidikan menengah dan tinggi yang berkualitas,
~ peningkaran  ketersediaan kualitas guru, pemerataan dan
o keterjangkauan serta kualitas pelayanan kesehatan,
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n penyakit menular termasuk penanganan terpadu

‘ung, penangan masalah kurang gizi. Prioritas
tan pembangunan infrastruktur dicapai melalui
i dan kegiatan transportasi, ketenagalistrikan,
fian kawasan kumuh dan pemukiman, peningkatan
va saing sektor rieil, peningkatan investasi swasta.

itas apa yang dilakukan selama ini untuk mengisi

w 2] sehingga menimbulkan rekomendasi DPRD
12 demikian tajam, tegas dan terukur. Walaupun
€l ' malu-malu atau sungkan untuk mengatakan program
al erhasil, mungkin para wakil rakyat mulai menyadari

ba ‘udah saatnya hidup bergelimang wacana di Riau ini
et an mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang
mipit rakyat. Pertama, sejak beberapa tahun yang lalu
ieinbangun kebun K2I tak jua kunjung terlaksana.

ihya dari dulu adalah masalah lahan. Tahun 2009

ng dianggarakan untuk itu tak terpakai sama sekali.
210 pun masalah lahan belum kunjung tertuntaskan.
mungkinan dari 10.000 hektar lebih yang diancang
' memenuhi target sampai beberapa tahun ke depan.
+¥yat miskin mendapatkan kebun dan berubah taraf
sa masih jauh panggang dari api. Penantian ini telah
1elelahkan.

dua, pencanangan industri perikanan modern di
rer) Kampar dengan melibatkan pihak swasta. Dana
itah daerah yang tertumpah pada proyek ini
ai Rp 20 milyar rupiah dari pemerintah Provinsi Riau
tipaten Kampar. Disinyalir perusahaan yang terkait
zun proyek tersebut sedang mengajukan proposal
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it ke bank dengan usulan dana sekitar Rp 200-an milyar.
LCF onon, link belum menyetujinya karena kelayakannya
belum m§nadai. Khabar tak sedap juga didengar bahwa

=g ]

. froyek yang ditangani perusahaan dalam usaha yang hampir

sama di Jambi juga kurang berhasil dan induk perusahaannya
' Jakartasedang menghadapi masa sulit, tapi entahlah?

¢ :ga untuk mendukung penyediaan kebutuhan ikan,

wnwnBuaw Bueie

ik un u’;k industri maupun k011sum51 masyarakat Rlau

mgmya sangat ambisius dan nampaknya tidak

5 em‘? dengan baik. Untuk tahun anggaran 2008 justru
claksananya ditingkat teknis sudah ada yang ditetapkan

ai tersangka Walaupun belum inkraf namun
u}:{b kan gagasan ini tak menyentuh inti persoalan
b :'_@i&jztsan kemiskinan di Riau. Bahkan sangat rawan

2 ®eternal 3,,1 ng telah menerima sapi diberbagai daerah malah
moin merizembalikan sapi tersebut pada pemerintah daerah.
Biaya meieliharanya sangat tidak sebanding dengan
-1-.\i:1.[~\1t';i]’£1 yang diperoleh dari sapi tersebut. Kandang-
candang yang dibangun dengan bantuan APBD bisa jadi

sijn] eAIEY Yyrunjas neje

weep
uad ‘yeiuy elie

ymuag

¢ % mubazic dan ternyata pakan ternak sapi impor ini tidak
: - gampang diperoleh dan dikelola. Sapi menjadi beban
T f petern: makm upaya mengentaskan kemiskinan dari program
§ i ini tak dap'lt dipertanggungjawabkan dengan baik. Ia pun
3 - menjadi sekedar wacana belaka.

P . Kolima, berbagai bangunan fisik yang menelan dana

w
w

milyaran fupiah juga sampai saat ini tak menunjukkan hasil
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ng optimal. Terminal Agribisnis di Dumai hanya jadi

menampung pedagang kaki lima dan lebih banyak
- vang memanfaatkannya. Tujuan pembangunan
i tak kunjung terealisir tapi gedungnya sudah selesai.

nenyedihkan lagi adalah pembangunan Ro-Ro

Melaka. Puluhan milyar dana rakyat yang telah
ntuk ini tetapi ternyata tak layak digunakan.

makan Ro-Ro ini membutuhkan waktu tempuh

23 jam ke Melaka sehingga tidak efisien bagi
anva. Entah apa yang menjadi dasar berfikir sehingga

i dilaksanakan tetapi pada akhirnya tak mungkin

n. Asset fisik lain yang dibangun tapi tak membawa

laiah Rice Processing Complex (RPC). Mesin ini
g sudah menjadi besi tua karena tak ada gabah yang

St
Ykl

rnam, berbagai kabupaten kota sudah dibangun Balai

[<erja yang menelan biaya pembangunan fisik dalam

Jjang cukup besar. Namun, pemanfaatannya secara
74! dan proporsional juga tidak memadai. Wacana
1ehjadikan lembaga ini sebagai pusat perbaikan skill
1¢a masih sekedar wacana. Termasuk pembangunan
berbagai kabupaten kota juga meninggalkan “bau

varena proses lanjutannya tak terealisir.

‘ujuh, yang paling baru, adalah tentang cluster
~awit di Dumai dan Kuala Enok. Berserondong

{berombongan) menteri yang mencanangkan

1ini di Riau. Namun, dari aspek lahan dan sumber
\annya saja ternyata belum duduk. Inilah wacana dan

fagi. Jalan Tol Dumai-Pekanbaru dan berbagai
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ogram-program tak bersentuhan dengan penyelesaian
"asalah #hkyat masih saja digembar-gemborkan untuk
mer 1i1‘s-1-}%lwokkan rakyat. Sampai pada titik tertentu hal ini

2 < gak mung\m ditampin lagi. Rakyat pada akhirnya akan
% %T dnenyad T(F:i bahwa semua ini tidak membawa mereka ke
f« B §§h adaan gmg menyejahterakan.

g 8357 :gutan kehidupan kian keras dan persaingan makin
g , lﬁahan kian terbatas dan jumlah orang yang
’% diangp wya tak berkurang. Masyarakat membutuhkan

& @pasti srulan ekspektasi mereka akan kehidupan yang lebih
42 2lan menjadi semaki menguat. Bila jarak ekspektasi ini
| realitas yang mereka alami kian menganga maka
gw@sannya juga makin besar. Mereka kian rentan akn

e ynuag Weep 1 sijnj A1y ynunjas neje ueibeqas yeAues

L&)
. 2. : i
Ku l‘m penyelesaian semua ini sekarang terletak pada

i‘.

5:1 mitm R pemerintah daerah untuk melakukan reinventing
?p ywvermenst dengan menfokuskan perhatian pada kompetensi
-zin ti pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator rakyat,
‘il dunid usaha maupun masyarakat. Jika pemerintah masih

. e
<aja ingin berdagang maka muaranya adalah kehancuran
ratanan masyarakat sejahtera dan tak tercapainya visi Riau
2020. Sayang sekali tentunya..!! 1 ***

uesinuad 'uelode| ueunsnAuad "Yeiwj E’l.lE".‘ uesqnuad uen|jaus:

nerd sejisiaaiun urzl edue) unded

1AL Mijiw Bdio YeH Cj

.
&
c
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\ “JALITA”

helat besar negara telah usai. Perdebatan reda sejalan

‘lah diputuskannya siapa yang menjadi pemenang.

+ dlan senator telah dilantik dan semua perangkatnya

i1tuk, mulai dari pusat sampai ke kabupaten. Presiden
enunggu hari untuk disumpah dan kini para partai
rkoalisi mengusungnya telah menerima jatah menteri.
a2 vang duduk dari nama-nama yang diajukan partai

hak prerogratif presiden.

at menunggu direalisirnya janji-janji kampanye.
n masyarakat kian tak lekang dari pergulatan me-

| yang kian keras. Harga-harga melonjak sementara
st7in malah menciut. Ruang untuk berkeliaran men-
kah makin sempit. Orang yang memperebutkannya

sedikit. Pilihan-pilihan hidup terbatas sebagai bukti
‘tkurangnya kesejahteraan. Persaingan makin tajam
« diwasiti pemerintah secara adil sehingga rakyat
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terjebak pada cara-cara berpikir pragmatis. Demokrasi
menjaili pasar terbuka dengan transaksi yang tak sedikit
nya. Pergulatan merebut kekuasaan menjadi proses
- sapi sehingga harapan terhadap mengentalnya

lisme pupus sama sekali.

i ez Ruu helat-helat besar memang sudah pula menjadi
: ‘w wah bibiprakyat. Entah untung- entah rugi ? Kalkulasinya

: suljt dilakukan mengingat tidak adanya transparansi yang
2 § 7 mémadai 1ang rakyat Riau bisa saja tak terpakai tapi bak
- © = kata pepatah ; “sepandai-pandai tangan mencincang landasan
© %k rerkena jua”. Artinya, sebagai tuan rumah sebuah helat
: Bétar, rak mungkinlah tak ada piring yang tak retak dan
© ~  fanaman yang tak terinjak. Cukupkah Riau sekedar penaja

Jikadiamati dari aspek perekonomian, memang Riau
5 segeri vate bergelimang rezeki. Ekonomi tumbuh di atas
- zerata nasional dimana tahun 2008 tanpa migas masih sebesar
)6 persén. Namun yang perlu diwaspadai sejak tahun 2006
kat pyrtumbuhan ini kian melemah. Tahun 2006
o encapal 8,66 persen sedangkan tahun 2007 turun pada level
2 8,17 persen. Artinya sejak tiga tahun terakhir kinerja

B) yninjas NeJE |

clonomi Riau kian melemah.

D,

crsoalan muncul ketika Riau bicara soal pemerataan

' kue el <onomi. Ternyata kesenjangan kian menganga. Empat
suluh pdfiin masyarakat berpendapatan rendah pada thun
A hativa kebagian 20,67 persen kue ekonomi Riau
sedangkan pada tahun 2007 kian menciut menjadi 15,96
sen. Azrinya, semakin sedikit rezeki yang dinikmati rakyat
yak dari perkembangan perekonomian Riau yang
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a

pesat. Indeks Gini sebagai ukuran kesenjangan
m¢mbesar dimana tahun 2003 sebasar 0,31 maka
007 naik menjadi 0,37. Kasarnya, data ini
ik kan sejak tahun 2003 rakyat Riau makin sengsara
wesampingkan.

ik menengarai persoalan tersebut Riau juga perlu
helat lain yang lebih bermakna. Sudah saatnya
1 MUSDA atau musyawarah daerah yang membahas
in=persoalan pokok rakyat. Walaupun selama ini ada
ENBANG (musyawarah rencana pembangunan)
inya tidak fokus dan hanya terkesan sebagai wadah
ung permintaan. MUSDA Riau cukup mengarah
s-masalah utama yakni jalan, listrik dan air bersih.
1slah ini bila dapat diselesaikan secara baik akan
ot multiplier effect yang besar. Selain mengurangi
nyang selama ini telah ditanggung rakyat juga akan
| pengungkit (leverage) bagi perbaikan mutu hidup
kat.

Riau saat ini tercatat jalan sepanjang 24.109,41 KM
diridari 1.126,11 KM jalan negara, 3.033.32 KM jalan
1 dan 19.949,98 KM jalan kabupaten. Hampir semua

i ini tidak mampu menopang perbaikan kinerja
nomian Riau masa yang akan datang. Indeks
litas Riau masih sangat rendah jika dikaitkan dengan
20 pengembangan perekonomian. Rasio elektrifikasi
ri mencapai 38 persen sedangkan standar nasional
5/ persen. Jika dilihat dari kondisi kelistrikan yang
Uiau saat ini maka rasio elektrifikasi tersebut harus
«an. Bila setiap tiga jam listrik mati maka dalam satu
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nya menyala 8 jam sehari sehingga rasio efektifnya

5,47 persen. Oleh karena itu rasio elektrifikasi Riau

neeal 12,67 persen.

rzvian masyarakat yang ditimbulkan oleh kelistrikan

. suclah sangat menyengsarakan masyarakat. Tidak

1 masalah ini hanya didekati dengan sekedar wacana

“sakan-desakan retorika semata kepada PLN. Harus
an musyawarah segenap stakeholders agar solusi jangka
lek dapat segera dilakukan. Jangan tunda masalah ini
<atena aspek kewenangan dan struktur birokrasi

. Penyelesaian persoalan kehidupan rakyat adalah
herpijak utamanya dan itu menjadi amanah dari
o-iincdang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi.

asalah lain yang perlu dijadikan isu utama adalah air

’tlayanan air bersih perkotaan hanya mencapai 8
lan khusus di Pekanbaru sebesar 18 persen. Jika
1dengan kualitas air dan debitnya cakupan itu masih
tkoreksi sampai 20 persen sehingga cakupan nyata
i1 sekita 6,5 persen dan Kota Pekanbaru 14,5 persen.

Siapa yang seharusnya menjadi peserta MUSDA ?

i dengan melibatkan semua unsur dan pemerintah
nenjadi leading-nya. Dikatakan MUSDA agar tidak

« pada isu politis separatisme. Sebab, bila dinamakan

Rakyat Riau isu Riau Merdeka akan dihembus-
&n ulang. Sedangkan menggantungkan harapan
crakan Otonomi Khusus tentunya masih jauh

ng dari api.

ri mana dana yang dapat digunakan untuk
oulangi tiga persoalan dasar rakyat Riau tersebut
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1 suatu pertanyaan klasik. Punya dana kah Riau

Tidak sulit melacaknya. Memanfaatkan data Dana

Zeriga (DPK) yang dikumpulkan perbankan yang
sivli Riau diperoleh gambaran siapa saja yang punya
sebut. Dari buku Kajian Ekonomi Regional Triwulan
'009 Bank Indonesia Pekanbaru DPK yang berhasil

it perbankan pada Triwulan Il mencapai Rp 33,709

¢ dana tersebut yang bersumber dari rekening

izh daerah (provinsi dan kabupaten/kota) pada
| Tahun 2008 sebesar Rp 6,606 triliun, Triwulan

- sebesar Rp 7,293 triliun, Triwulan I tahun 2009
Ro 7,856 triliun dan Triwulan III Tahun 2009 kian
nekak menjadi Rp 8,401 triliun. Artinya, begitu
nang rakyat yang tak mampu dikelola dengan baik
wrintah daerah yang ada di Riau sehingga harus
i perbankan.

rl dicatat bahwa sumber dana pembangunan tersebut
n besar berasal dari ekstraksi Sumberdaya Alam
erbaharukan di daerah, yakni dana bagi hasil Migas.

bergantung pada dana ini adalah bukti nyata

1ya tanggungjawab pemerintah pada rakyatnya.
bila sebahagian dana tersebut dikorupsi dan atau di

maniskan” dalam rekening pemda di perbankan.

55

1 itulah penyelenggaraan MUSDA JALITA Riau
enting dan mendesak sehingga sumber-sumber

in masa datang bangsa Riau dapat tetap dikekalkan

1wansa dan cara yang terbaharukan. Insyaallah...!!!***
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i’uF ING IIS?/\N anggota DPR RI untuk mengapling anggaran
galam %EBN sebesar Rp 15 milyar per orang kembali
fnembe uugnyal betapa mandulnya cara berfikir demokratis di
3 ndone th: Wacana ini menggambarkan lemahnya kemam-
;u in Lg&slator Indonesia mengedepankan kepentingan
gakyat dm\tas kepentingan sendiri dan golongan. Pengap-

1By yninjas neje ueibeqas yeiue

I sing eA

11 ngan mm aran itu tendensinya hanya tuntutan politik dalam
Fnasyar: 11{3t Indonesia yang terjebak dalam budaya politik
uang dan materialistik.

uad '.|e wij eAiey ues H‘:ué‘.! ue

[ DPRD Riau praktek pengaplingan anggaran seperti
yang diinginkan DPR RI sudah berlangsung cukup lama.
Modusnya sama dan tahun 2010 ini seorang anggota DPRD
diberi kﬂg‘luasaan untuk merekomendasikan bantuan bagi
organisast, LSM, dan rumah ibadah di daerah pemilihannya
sebesar Bp | milyar. Tidak jarang bantuan ini juga dinikmati
masyarakat di luar daerah pemilihannya dan dugaan reko-
mendasi }:},}Ilg diberikan sarat dengan KKN juga mengemuka.

UBuUnsnA

de

el sejisiaaiun uzl edue) undede ymuag

uenefun neje iUy uesinuad ‘uel
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eri Keuangan ternyata memberi respon negatif.

siban anggaran itu menurut Menkeu akan men-
Horizontal fiscal imbalance (ketidakseimbangan fiskal
ah). Dana akan mengalir lebih banyak pada daerah-
a0 memiliki jumlah wakil rakyat yang lebih banyak.
—wilayah berpenduduk kecil akan menerima sedikit
smlah anggota DPR-nya sedikit. Meskipun luas
g %2 dan kebutuhan pembangunan berdasarkan kon-
iisnya lebih besar. Selain itu, tugas seorang anggota
 bukanlah mengapling anggaran untuk kepentingan
itu. Masyarakat akan semakin tak terdidik untuk

he rsi secara baik akibat pola penyaluran dana publik
g 1k lidasarkan pada kebutuhan pemberdayaan rakyat
¥ 1 sguhnya. Cara-cara itu akan melemahkan fungsi

dsan dari legislatif karena sibuk terlibat mengurus
inggaran.

jak reformasi digulirkan dan otonomi daerah di-
antasikan horizontal fiscal imbalance memang kentara
nesia. Ada beberapa sumber yang menyebabkan
va ketidak seimbangan fiscal ini. Pertama, dana bagi
‘ususnya sumberdaya alam. Transfer dana bagi hasil
sar bagi daerah penghasil telah menyebabkan ang-

1bangunan yang berbeda menyolok dengan daerah
ichasil. Daerah yang kaya akan sumberdaya alam

¢ dana bagi hasil yang besar. Dalam perspektif
{Zlstarksi SDA hal ini wajar dan sudah saatnya daerah
sit menikmati sumberdaya alam yang dikuras dari
wvit. Namun dalam perspektif anggaran pembangunan
akan menimbulkan dampak-dampak lain seperti
dan lemahnya pengelolaan dana di daerah yang
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78 nderung menimbulkan pemborosan dan high costs economy.
g«. Pimbulnyd dana menganggur (ideal money) yang sebenarnya

dapat di n.‘in akan untuk kepentingan lain dan biaya dana (cost

ol - j fund) vamez membesar yang harus ditanggung negara karena

Bang itu? Ichih banyak ditempatkan dalam perbankan dan

Kodia, ketidaksamaan kreativitas wilayah dan ketim-

35 .[\ u san péfmbangunan yang selama ini ada, telah menyebab-

By yrunjas neje |

wad

1]

d ‘ye
S Clagl

Aley uesi|

71 dacrah juga memiliki kemampuan menghasilkan PAD
ng l\--;rhbda. Wilayah-wilayah maju dan sudah relative

2 mgncuk upi infrastrukturnya memiliki peluang memperoleh
¢ PAD yang lebih besar dan dinamika ekonominya juga meng-
- pelint lebili kencang. Daerah industri yang selama ini seba-

~ BAuian besar terpusat di Jawa menyebabkan mereka lebih
« mampu mienizembangkan sumber-sumber pendapatan daerahnya.
; m.:ga dana alokasi khusus yang secara sepihak ditentu-
g, ¢ h> pe ‘merintah pusat penggunaannya. Tidak jarang
dana-danaini beraroma KKN dan syarat dengan kepentingan

litik \dnngga cenderung menambah terjadinya ketidak
cimbangah anggaran antar wilayah. Pola-pola penggunaan

= dana al rkasi khusus juga tidak terstandardisir baik dan system

encanaannya lebih bersifat topdown.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminima-
st dampal-dampak horizontal fiscal imbalance dapat difahami
melalui LU No. 34/2009 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pusar dan Daerah yang selama ini menjadi dasar utama

; i:zamrlfr dana dari pusat ke daerah. Dalam undang-undang
© tersebut ditetapkan adanya dana alokasi umum (DAU) yang
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bagiannya didasarkan pada besarnya kesejangan

ul gab) di suatu daerah. Artinya, melalui formulasi
. dana alokasi umum diberikan kepada daerah-

4ng dana bagi hasilnya minim sehingga tidak mampu

b1 kebutuhan pembiayaan diwilayahnya. Sayangnya

senerapannya sejak awal bermasalah maka daerah-
vang dana bagi hasil SDA-nya besar tidak ikhlas untuk

fierima DAU. Termasuk karena formulasinya yang

lapat diterima akal sehingga penolakan terhadap

wwmenjadi kian menguat.

iri pada mengapling anggaran yang sebenarnya me-

rinsip-prinsip penyusunan anggaran negara sebaik-

ota legislator kita mendorong hal-hal yang akan
‘¢ pat program pembangunan di daerah. Hal utama
u didesak adalah mengurangi vertical fiscal imbalance.
i1 pemerintah pusat masih mengelola lebih dari 70
ativgaran negara dan baru sekitar 30 persen yang
aerah. Paling tidak tiga tahun mendatang hal ini
ya bisa diubah menjadi 60 persen dikelola daerah.
vnan daerah akan semakin dinamis karena anggaran
il banyak digelontorkan ke daerah.

iranya dilakukan dengan memperbesar prosentase
1gi hasil yang ditransfer ke daerah, memperbanyak

L=
rste

et

rintahan kabupaten/kota didaerah dan mengubah
[DAU yang saat ini dipakai. Pemerintah pusat harus

r gaji dan kebutuhan rutin pengelolaan peme-

ccara terstandardisir dan tidak mengaitkan hal itu
AU. Dengan demikian daerah yang memiliki dana
il yang tinggi dapat saja tidak menerima DAU. Porsi
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(M (ool hasil yvang diperbesar ke daerah harus ditentukan
g.. gerunt Jl(kiﬂ[lya' Arahnya adalah mengembangkan sumber-
daya yang terbaharukan dan peningkatan kualitas sumber-

goe d ya mq ::m.«la

bueie

Hal® hm adalah penyelesaian asset-aset pusat yang ada
daerahi Legislator hendaknya mendorong bahwa semua
\ nvgﬁra di wilayah manapun di Indonesia dibangun
{500 seandar yang sama. Jalan negara yang ada di daerah
kEenam chyangkut hubungan antar wilayah dan masyarakat
g Ham ne car a dibuat sesuai standardisasi yang tidak berbeda.

{&rmasuk masalah listrik dan pelayanan kesehatan serta
sendidikan.

Ba gi;ﬁiau, sebagai penghasil sumberdaya alam yang besar
Jenting sékali memperhatikan ketepatan penggunaan dana
vagi hasil| SDA dalam kerangka meningkatkan arus ekonomi
2 antar w d:, 1h dan terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru
‘berbagdtwilayah. Kesenjangan hanya mampu diminimalisir

ila per J\unomlan semakin lancar dan aset-aset ekonomi

eliey yninjas neje

3 m distribisi secara baik. Kesenjangan antar kelompok mas-

iu s
|

11 Riau masih tinggi. Hanya sedikit porsi kue yang
’. stribisikan kepada orang banyak, sementara segelintir

orang dapat meraup kue dalam jumlah besar. Bila ini terus
2 berlangsung maka tingkat kesengsaraan rakyat akan makin
2 5—: berat dan gampang terpicu menjadi kekacauan sosial. Hege-
noni eke Jnomi harus dikurangi dan kesenjangan direduksi

']

!L noan keadilan, kesediaan berbagi dan mengedepankan
1 rinsip \ese;ahteraan untuk semua. ***

un neje
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VIENENGGU KEAJAIBAN TUHAN

(54 APBD Riau Tahun 2011 diajukan ke DPRD untuk
an dan disepakati terlebih dahulu harus disusun
. Kebijakan Umum Anggaran (KUA). DPRD bersama

1tah provinsi menentukan dulu apa-apa yang menjadi

= 5]

L o

i daerah yang harus diuraikan implementasinya
¢ntuk kegiatan pada APBD nantinya. Setelah KUA
111 maka disusun pula Prioritas dan Plafon Anggaran
ra (PPAS). Kedua dokumen perencanaan pem-
n inilah nantinya yang menjadi acuan utama dalam
un APBD tahun 2011. Adanya KUA dan PPAS
\bkan rincian program dalam APBD seperti terkunci
ificksibilitasnya hanya mampu bermain pada tataran
piah setiap kegiatan. Bila diperlukan perubahan
+ terap sejalan dengan kebijakan umum anggaran dan
<t alasan yang cukup kuat sehingga DPRD dan
tah Provinsi layak memperbaikinya.
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vajukan konsep KUA dan PPAS secara serentak untuk

ihas. Sayang dokumen ini tidak banyak terkuak ke publik.
p! RD dalam membahasnya tidak banyak melakukan
> konsultasipublik dan berdiskusi dengan komponen-komponen
masyarakiat. Terkesan dokomen ini tidak begitu penting
: iwac: m];m secara terbuka. Padahal bila ditinjau dari aspek
5 h @gsi d m peranan KUA dan PPAS dalam struktur peren-
: £ 2 @amaan pe inbangunan sangatlah urgen untuk didedahkan ke
=83 'nm k ramai dan dimintakan masukan-masukan demi ke-
2 3 2 o naannya. Ada banyak hal yang perlu kiranya menjadi
tan t Lrhadap KUA dan PPAS tersebut.

;%% Untuk Tahun 2011 mendatang Pemerintah Riau telah

Pertgma, struktur program pembangunan telah banyak
seunci dith proyek-proyek multiyears yang diarahkan untuk
entingan penyelenggaraan PON 2012 di Riau. Lebih dari
tr Fuifi rupiah dana APBD dalam tiga tahun mendatang
lloi\aSLkan bagi kepentingan PON dan Penunjang

U
L]
u
(T

‘aru-baru ini saja DPRD telah menyetujui anggara

sar ?"8? milyar rupiah dana program pembangunan

- Hultiyearsiyang diarahkan bagi pembangunan infrastruktur
- ﬁ. nun 1..:-1g_;_PON. Jumlah ini sungguh fantastic dan penge-
" sahannyva juga amat mencengangkan. Dalam dua hari
hahasan saja DPRD Riau bahkan menambah usulan
~ pemerintah provinsi Riau dari 754 milyar rupiah menjadi
(57 milyar rupiah. Tanpa Detail Engineering Design (DED)
fl rogramAfbgram bias perkotaan ini disetujiui dengan mulus.

¢ B Kediua, KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2011 yang
diajukan Pemerintah Provinsi Riau sepertinya tidak men-
% jadikan londisi kekinian masyarakat Riau sebagai dasar
l berpijak dan belum menunjukkan adanya kesinambungan
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rarti dari program-program sebelumnya, baik sebagai

JJutan maupun sebagai program pengisi dari kegiatan

l3h dilaksanakan di masa yang lalu. Pertumbuhan
dalam KUA Tahun 2011 ditetapkan 8,55 %. Sama
i vang tercantum dalam RPJM Provinsi Riau. Namun
thatikan kondisi objektif perekonomian Riau Tahun
ho hanya tumbuh sebesar 6,44 % dan keadaan
pg \@inian samapi Semester I Tahun 2010 yang secara
raf a-hanya tumbuh 6,31 % maka target pertumbuhan
ek Lanlam KUA Tahun 2011 sangatlah optimis. Padahal
be | ihdikator perekonomian yang lainnya menunjukkan
0§ ciala yang kurang menggembirakan. Tingginya target
pe uhan ekonomi tersebut membawa konsekuensi pada
Lf \pava yang harus dirancang dengan menentukan
\[-prasyarat tertentu, seperti investasi, ekspor dan

1t konsumsi masyarakat serta belanja pemerintah.

7 sini terlihat bahwa KUA dan PPAS tidak mampu

wni aspek permasalahan rakyat Riau dan menjadi

i+ bagi solusinya pada tahun yang bersangkutan.
vmendasarnya adalah seberapa mampu Kebijakan
tan Pembangunan Tahun 2011 yang diperkirakan
ai Rp 3.970,777 milyar menjadi stimulus bergeraknya
1omian rakyat sehingga target pertumbuhan yang

. dapat dicapai secara optimal. Harus ditemukan
dan program prioritas yang akan menjadi kunci
&an tersebut. Perlu diingat bahwa penduduk Riau
2010 telah mencapai 5.543.031 jiwa dengan
»uhan rata-rata sebesar 3,59 %. Kondisi ini merupakan
rsendiri yang membutuhkan program pembangunan
i terfokus dan membumi.
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f%% Ketiga, berkenaan dengan daya dukung investasi baik
g‘ [A danPMDN sebagai elemen penting dalam mendorong
pertumbuban ekonomi. Dalam RPJM 2009-2013 ditargetkan
ku"‘-' ="‘!a'n investasi Tahun 2011 sebesar Rp 148.830,25
' . Target ini sangat sulit untuk direalisasikan bila
attkan keadaan yang terjadi pada tahun-tahun

5E3 _ebe l imnea. Tahun 2009 target investasi yang diamanatkan
33 c REJM schesar Rp 109.199,14 milyar. Sedangkan realisasi
2d & 1 ¥estasi PMA dan PMDN pada tahun tersebut dari data yang
~ % diterima diri Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
bun 2009 investasi PMA untuk Riau hanya sebesar US$ 139,2
g atau Rp 1.392,0 milyar (kurs asumsi APBN Rp 10.000,- per
£ AS)dan PMDN sebesar Rp 3.386,6 milyar. Ini berarti
i1 ledujyjenis investasi ini baru mencapai 4,38 % dari target
stasi BPIM. Pada Triwulan [ Tahun 2010 realisasi investasi
Riau sgmakin mengecil. PMDN yang terealisasi baru Rp
% 295 milyagsedangkan PMA belum terlaksana sedikitpun meski
= 2udah 2dic4 izin usaha tetap (IUT) yang diberikan. Target
5 fvestasiSTahun 2010 dengan mematok pertumbuhan
A ekonomi i % adalah Rp 1.894,1 triliun. Ini berarti kebutuhan
8 fvestasi| dengan patokan pertumbuhan ekonomi 8,55 %
% dalam KUA yang diperkirakan mencapai Rp 148.830,25 milyar

E 2 tidak 1'1".|_mgkin dlgapal

Keempat, sasaran pokok pemberdayaan rakyat dan
8 penan ulmgan kemiskinan memberikan konsekuensi pada
-upaya menumbuhkan kesempatan kerja. Pertumbuhan

= | ckonomivang tinggi biasanya mengabaikan pemerataan. Saat
8 Zini { i\.la-u Tahun 2009 dengan pertumbuhan ekonomi
s sebesar 6,44 % maka komposisi 40 % penduduk ber-
penghasilan rendah prosentase pendapatan yang diterima
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U6 %. Sedang 20 % orang kaya mampu meraup porsi
an 37,35 %. Ini berarti ketimpangan pendapatan

kit masih sangat tinggi. Bila tahun 2011 di targetkan
tmhan ekonomi 8,55 % maka dikhawatirkan makin
wilkan jurang ketimpangan yang makin dalam. Selain
wor Non Migas Riau pada Triwulan I 2010 tumbuh
B at sebesar 2,01 % dibandingkan dengan triwulan
% 1fiya yang mampu tumbuh 7,66 %. Permintaan luar
iniuk komoditas ekspor Riau tidak berkembang baik,
ya CPO dan Pulp and Paper yang banyak mendapat

1 dari aktivis-aktivis lingkungan. Kebijakan dan program
sun dalam KUA dan PPAS Tahun 2011 nampaknya
ncerminkan adanya upaya-upaya diversifikasi ekspor
taikan kualitas. Dihadapkan pada nilai rupiah yang
| menguat maka ada kecenderungan ekspor Riau akan
ciemah.

lima, bila perhatian diarahkan pada PPAS Tahun
wata khusus maka alokasi anggaran untuk belanja tidak
s dcbesar Rp 1.467,774 milyar atau 36,97 % sedangkan
langsung sebesar Rp 2.503,003 milyar atau 63,03 %.
1 bila ditelusuri secara seksama ternyata dalam
nen belanja langsung masih banyak anggaran-
in vang peruntukannya pada pelayanan aparatur.
a, anggaran daerah masih berorientasi pada
ingan aparatur penyelenggara daerah bukannnya
{{ibaya-upaya perbaikan kesejahteraan rakyat. Dinas
1 Pangan dan Holtikultura mematok belanja daerah
Ep 67,812 milyar yang terdiri dari Belanja Tidak
np Rp 25,508 milyar atau 37,62 % dan Belanja
1o sebesar Rp 42,304 milyar atau 62,38 %. Namun
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32 komponen Belanja Langsung masih terkait dengan
elanja uﬁ*fuk kepentingan aparatur sekitar Rp 1,619 milyar.
v Jumlah m:; pun belum termasuk belanja untuk kepentingan
v » &dminis strasi proyek. Lebih memprihatinkan lagi bila diamati
gruktur a;zggaran di Dinas Koperasi dan UKM. Belanja tidak
finosung #encapai Rp 8 milyar lebih sedangkan belanja
F Ausungnya hanya sekitar Rr 2 milyar. Artinya begitu besar

aban anggaran untuk melaksamakan kegiatan yang
Eivgnllu 11 kecil. Begitu besar pemborosan aparatur yang harus
dlbl]\ll[ r ifc,\,at

A: Ke dean hal ini tak mungkin dibiarkan. Sudah selayak-
Ay dilakukan perbaikan radikal dalam manajemen
Ecml ang run an Riau. DPRD seperti tak memiliki fungsi dan
2 ; anan y;mg efektif dan optimal sehingga sulit diharapkan
kinerianyd akan optimal bagi kepentingan perbaikan nasib
= fakyat l’udu ada tekanan publik dan kalangan akademisi agar

-

£ pembar ?.’imn Riau tidak kian melenceng pada arah yang
5 fidak b LtLesesualan dengan kepetingan pemberdayaan

sijn] eAIEY Yyrunjas neje

pran itu bisa diwujudkan hanya tuhanlah yang
ampu memastlkan Kita tunggu keajaiban itu ada. ***
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NASI BUNGKUS

keras masyarakat mulai muncul ketika Pemko

mewacanakan akan mengenakan Pajak Nasi

sebagai upaya meningkatkan pendapatan Asli
PAD). Para buruh dan masyarakat kecil tentu merasa
cbani karena sifat pajak ini adalah transferable.
jak dipungut pada penjual tetapi nilainya ditransfer
beli. Biaya yang dibebankan ke konsumen naik

i pajak yang dikenakan. Konsumen menolak dan

1 pun merasa keberatan. Pelanggan bisa hilang jika

o dikenakan kepada konsumen naik dan konsumen
laya belinya turun pada saat pendapatan tidak meng-

&

ingkatan. Alhasil, penetapan pajak seperti ini me-
n dampak ekonomi yang tidak menguntungkan dan
iigkan dengan manfaat yang diterima tentunya men-

ot tidak efisien.

ngalaman Kota Pekanbaru dalam menerapkan Pajak
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A a0 Makan dan Restoran berdasarkan Perda No.6/2006
11 menaiklan tarif Parkir menjadi Rp 2000,- ternyata belum

sionifikangnenaikkan PAD. Retribusi Parkir sudah naik 100
® Bersen t ctapi penerimaan parkir oleh pemerintah kota hanya

fail selatar 30 persen. Menyangkut pajak restoran dan rumah
makan ternyata resistensi masyarakat sangat keras. Akibat
5 f. lahirlah asosiasi para pengelola rumah makan tersebut
~ - U &bapai hentuk solidaritas menolak kebijakan pemerintah dan
- meEnperiangkan nasib bersama.

58¢ - Apadasar penolakan berbagai Perda tersebut? Tidak

- Banya masyarakat, Menteri Dalam Negeri RI juga menjadi
nsi yang sangat direpotkan dalam membredel perda-
2 vang tidak ekonomis dalam era desentralisasi fiskal
0¥ Sampai Agustus 2009 terdapat 3.455 Perda yang
Ikatiatau 36 % dari yang telah dievaluasi. Diperkirakan
h -:._f.:?i:‘I.'?Z? Perda lagi yang direkomendasikan untuk

1tau direvisi. Depdagri menilai keseluruhan Perda

) yninjas neje ueibeqgas je

but Biakal menimbulkan ekonomi biaya tinggi di daerah
oo pada satu sisi PAD bisa saja diperoleh, namun di sisi
bebatitkonomi yang ditanggung masyarakat, khususnya
ki ekonomi jauh lebih besar dari hasil PAD tersebut.

Berubahnya sistem pemerintahan di Indonesia sejak era
tonomi memang memberi peluang bagi daerah untuk me-
2 pembangunan secara otonom. Undang-undang otonomi

8 daerahd 25 perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
Jan dacrah memberi kewenangan daerah untuk mengelola
% sumberdaya lokal bagi perolehan PAD. Sebahagian daerah
~ sangat dinntungkan oleh adanya dana bagi hasil sumberdaya
o alam. Khasus mengenai PAD, pemerintah telah melakukan
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kali revisi undang-undang. Pada mulanya PAD
2+t pada UU No.18/1997 tentang Pajak dan Retribusi
{emudian diubah menjadi UU.No0.34/2000 dan
direvisi lagi menjadi UU.N028/2009. Undang-
terbaru ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2010.

dam UU No.28/2009 penetapan jenis pajak dan
bersifat closed list. Jenis pajak daerah dan retribusi

hanya diizinkan bila sesuai dengan ketentuan dalam

undang tersebut. Hanya saja, sesuai dengan semangat
daerah dan desentralisasi fiskal, daerah diberi kewe-

ntuk memungut pajak, untuk meningkatkan ke-
n laerah dalam mendanai kebutuhan pengeluaran-
\gliatan taxing power daerah dan peningkatan PAD,

engacu pada prinsip menjaga keselarasan dengan
1z'n dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan

\tahan daerah. Daerah mendapat perluasan basis dan

jah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, serta
140 penetapan tarif pajak pada tingkat tertentu. Bila
fisasi makin konsisten dan kompeten dijalankan
\¢tah akan makin mampu menciptakan iklim usaha

¢
ik dan menarik bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi
uktif. Kualitas kebijakan dan peraturan daerah akan
nenentukan daya tarik investasi.

1dang-undang pajak dan retribusi daerah yang baru
ang belum bisa langsung diimplementasikan didaerah
i1 berlaku efektif tanggal 1 Januari 2010, mengingat

annya revisi berbagai Perda di daerah sejalan dengan

an vang termaktub didalamnya. Namun bila daerah

. berbagai Perda yang diperlukan untuk itu dapat
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';-_':t:x;l. Kerja keras Dinas Pendapatan Daerah dan DPRD

fingar disahtut sehingga paling tidak pada semester pertama
2010 perateh PAD sudah berlandaskan pada undang-undang
goe ;,:3 jak d: wrntnbum daerah yang lebih baru.

Me nurut Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen
kql ngan R1, Mardiasmo, ada tiga Perda yang harus disusun
e mt;;h daerah sehubungan dengan implementasi UU
- K9.28/2089, yakni Perda tetang perluasan basis pajak, Perda
B Btang 3Jc?fmmbahan]ems pajak, dan Perda tentang kenaikan
2 Eagif paj: tl;f:{:Berdasarkan undang-undang ini terbuka peluang

Hr

] ]mnérintah daerah untuk menambah target, jenis dan
¢l pajak schingga pendapatan daerah yang lebih ekonomis
_}‘ it d .ftr‘gf_katkan

Perggalan yang mungkin muncul adalah seberapa jauh
\ i.xga manusia di daerah mampu mengelaborasi
-undang-undangan ini? Tanpa kajian akademik yang baik
wz:.-nﬁ{ilam. pemerintah daerah dan DPRD dapat saja
p te -a@_ clam dalam stigma mencari pendapatan daerah
:cmoerhltungkan dampak ekonominya secara ke-

EpP I SIjn] BAIEy Yrun|as neje

i’ Apalagi salah satu ukuran kinerja pemerintah
I masih dikaikan dengan perolehan PAD. Seuai Pasal
(1) pemerintah provinsi hanya dapat memungut lima
s pajak, vakni pajak kenderaan bermotor, bea balik nama
‘enderaan bermotor, pajak bahan bakar kenderaan bermotor,
]\ jak air @Mmukaan dan pajak rokok. Sedangkan pada ayat

ymuagq u

mndeae

) jenis ru}.lk untuk kabupaten/kota ada sebanyak 11 jenis,
yakni paj 11( hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame,
pajak penmerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan

[+1)
m
0
W
:_I_-?
1
0
[+')

sejislasiun ul edus

fug neje y

batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung

ery
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'BE perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan atas
bangunan. Ini berarti pajak nasi bungkus sebagai-
1o diinginkan menjadi luntur untuk dipungut sesuai

andang pajak dan retribusi daerah yang baru.

wai ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU No.28/2009 ini,
tuiar dari jenis pajak-pajak pada ayat 1 dan 2 daerah
intuk memungutnya. Ruang bagi daerah salah satu-

¢ada penetapan tarif. Undang-undang yang baru ini

-

rrank penetapan tarif tertentu. Pajak kenderaan
misalnya, sesuai pasal 6 ayat 1 huruf a tarif pajak

an bermotor ditetapkan 1-2 persen. Daerah harus

irif mana yang paling efisien dari sisi ekonomi.

wruf b dinyatakan bahwa untuk kepemilikan Ken-
srmotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan
‘noresif paling rendah sebesar 2 persen dan paling
ssar 10 persen. Tarif pajak-pajak yang lain juga
cluang pemerintah daerah untuk menetapkannya
diri dalam besaran tertinggi tertentu. Dalam Perda
n menindaklanjuti ini hendaknya dapat diletakkan
benar-benar mampu menaik pendapatan daerah
sinimalisir ekonomi biaya tinggi. Pengalaman

n tarif parkir di Kota Pekanbaru menjadi pelajaran
1gat berharga dalam menetapkan tarif-tarif pajak dan
| daerah.

1eS

:n dengan perspektif baru undang-undang pajak
usi daerah maka selain menciptakan penguatan
r daerah, melalui peningkatan basis pajak daerah

- dalam menetapkan tarif pajak daerah, diharap-
a pengawasan yang bersifat preventif oleh DPRD
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@‘ht noga sanksi yang bakal dikenakan bila pajak dan retribusi
acrah tiddk sejalan dengan undang-undang dapat dihindari.

Banyak Bal-hal baru yang muncul dalam undang-undang
* %ujal daw retribusi daerah sesuai UU No.28/2009. Daerah
harus n%werhatikan berbagai kriteria yang menyangkut
penetapan pajak daerah yang antara lain meliputi bahwa

uag

waw uep ueywnwnbuaw Bueieiq ‘g

~ekspor-impor serta harus memperhatikan aspek

as yehk

& lan/gan kemampuan masyarakat. Lebih penting lagi
2 atiah harus pula menjadi alat dalam menjaga keles-
i i ; 4 i
= 1 §< ungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak
1] =]
= % Snemberi¥an peluang kepada Pemda atau Pemerintah atau
— ] O .
& o Anasyarakar luas untuk merusak lingkungan. ***
3 33 c
: ; S
= c =il
=1 = o m
o 3T o
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